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Abstrak 
Pembuktian pelecehan seksual di bawah umur ini 
merupakan masalah yang memegang penting dalam proses 
pemeriksaan sidang pengadilan. Di antara cara pembuktian ada 
yang disebut system pembuktian convictim in time di mana 
menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata–mata 
ditentukan oleh penilaian keyakinan kehakiman.  Keyakianan 
hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. 
Hal ini sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 
671/Pid.Sus/2016/PN.Srg tentang Saksi Sebagai Alat Bukti 
Tindak Pidana Asusila di Bawah Umur”. Tulisan ini bertujuan 
untuk menganalisis tingkat putusan tersebut sejauh mana putusan 
hakim tersebut bisa mencerminkan rasa keadilan atau tidak.  
 
Kata Kunci: Putusan, Pembuktian, Anak di Bawah Umur. 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembuktian pelecehan seksual di bawah umur ini merupakan 
masalah yang memegang penting dalam proses pemeriksaan 
sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib 
terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang 
ditentukan Undang–undang tidak cukup membuktikan kesalahan 
yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari 
hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan 
dengan alat– alat bukti yang harus disebutkan dalam Pasal 184 
KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. Kepadanya akan 
dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, para hakim harus berhati–
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hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan 
masalah pembuktian.
1
 
Dalam hukum pembuktian pidana saksi memegang sangat 
penting dari pembuktian yang lainnya. Pada pasal 1 butir 26 
KUHAP dijelaskan saksi sebagai orang yang memberikan 
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat, dan ia 
alami sindiri. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti 
dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi yang 
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 
pengetahuannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP).
2
 
Pada pasal 160 Huruf c KUHAP menjelaskan dalam hal ada 
saksi baik yang menguntungkan (a de charge) maupun yang 
memberatkan terdakwa (a charge) yang tercantum dalam surat 
pelimpahan perkara dan yang diminta oleh terdakwa atau 
penasihat hukum atau penutut umum selama berlangsungnya 
sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang 
wajib mendengar keterangan saksi – saksi tersebut.3 Saksi yang 
memberikan keterangan, tetapi tidak melihat, mendngar, dan 
mengalami sendiri peristiwa disebut sebagai testimunium de 
auditu atau hersey evidence, misalnya mendengar dari orang yang 
mengalaminya, bisa digunakan untuk memperkuat alat bukti 
lainnya, asal saja keterangan itu tidak sekedar pendapat (opini) 
atau reka – rekaan belaka.  
Saksi bisa dihadirkan dari pihak saksi terdakwa maupun 
saksi dari pihak korban. Saksi yang disumpah lalu melihat, 
mendengar dan mengalami suatu kejadian tersebut seperti yang 
telah dijelaskan pasal di atas mempunyai kekuatan hukum. 
Sedangkan saksi yang tidak di sumpah dan tidak mengalami 
suatu kejadian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam 
putusan hakim Nomor: 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg ada letak 
kejanggalan, hakim menjatuhkan hukuman kurungan kepada 
perkara SAEFULLAH sebagai seorang tokoh agama masyarakat, 
                                                 
1
 Muhammad Taufik Makarao & Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori 
dan Praktik, (Bogor:Ghalia Indonesia,2010) h. 102-103. 
2
 Hari Sasangka & lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, 
(Bandung:Mandar Maju, 2003), h. 22. 
3
 https://www.coursehero.com/file/p90rpl/Saksi-yang-menguntungkan-pasal-
160-ayat-1huruf-c-yang-tidak-diBAP-dalam-berkas/, diunduh pada tanggal 23 
februari 2018. 
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kampung Tanjung Rt. 003 RW.001 Desa sambilawang Kec. 
Waringin Kurung Kab. Serang yang berusia 40 tahun yang telah 
di fonis hukuman 10 tahun penjara dengan dugaan kasus 
kekerasan seksual di bawah umur. Bahwa dalam perkara ini 
kebenarannya itu tidak bisa dipastikan, karena tidak ada factor 
pendukung dari keterangan saksi korban yang nyata. 
System pembuktian convictim in time menentukan salah 
tidaknya seorang terdakwa, semata–mata ditentukan oleh 
penilaian keyakinan kehakiman.  Keyakianan hakimlah yang 
menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim 
dapat menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi 
masalah dalam system ini. Keyakinan boleh diambil dan 
disimpulkan hakim dari alat – alat bukti yang diperiksanya dalam 
sidang pengadilan. Bisa juga pemeriksaan alat – alat bukti itu 
diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari 
keterangan atau pengakuan terdakwa. System ini mengandung 
kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada 
seorang terdakwa semata – mata atas “dasar keyakinan” belaka 
tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.
4
 
Untuk itulah penulis menganalisis tingkat putusan tersebut 
sejauh mana putusan hakim tersebut bisa mencerminkan rasa 
keadilan atau tidak. Baik dalam menganalisis saksi korban, saksi 
terdakwa dan putusan hakim, Maka penulis dalam Penulisan 
Karya Ilmiah ini mengangkat judul: “Analisis Hukum Terhadap 
Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg tentang Saksi Sebagai 
Alat Bukti Tindak Pidana Asusila di Bawah Umur”. 
 
B. Alat Bukti Tindak Pidana Asusila di Bawah Umur  
Betapa rumit dan sulit untuk mengungkapkan suatu perkara 
bilamana tidak di perolehkan alat- alat bukti, bahkan masyarakat 
bisa beranggapan, misalnya banyak kasus pelecehan asusila 
sudah jelas diketahui, tetapi mengapa tidak dihukum, Dalam 
anggapan itu ada masalah persepsi yang berbeda pemahaman 
antara masyarakat umum dengan para tenokrat hukum. Persepsi 
pemahaman perlu disamakan lebih dahulu mengenai bahan – 
                                                 
4
 Muhammad Taufik Makarao & Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori 
dan Praktik, … …, h.103 
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bahan dasar untuk alat bukti dan perbedaannya dengan alat – alat 
bukti itu sendiri. Apa sajakah bahan – bahan dasar alat bukti itu.5 
Informasi belum bisa sebagai alat bukti hukum, karena yang 
itu hanya merupakan berita tentang peristiwa atau kejadian atau 
mengenai pelaku peristiwa dan orang – orang yang mungkin 
menjadi korban atau saksi. Berita itu masih perlu diterangkan 
sendiri oleh orang yang melihat, mendengar, atau mengalaminya 
langsung. Pemberitaan dan pencatatan keterangan model 
wawancara bergaya untuk keperluan pers, masih berbeda lagi 
dengan keperluan untuk hukum acara. Keterangan tentang adanya 
berita itu harus dibuat lagi kedalam berita acara yang otentik 
dihadapan pejabat yang berwenang, supaya keterangan itu bisa 
dinilai kemudian dengan meminta pertanggungjawaban sebagai 
mana adanya dari para pemberi keterangan. Dengan itu, berarti 
masih ada pekerjaan lanjut oleh penyidik untuk melakukan 
pengolahan dan pengkondisian agar kualitas informasi itu 
ditingkatkan menjadi barang bukti dan alat bukti. Karena itu, 
bukanlah berarti bahwa suatu informasi menjadi kurang penting 
dalam mengungkap kebenaran hukum.
6
  
Data adalah segala catatan berupa angka, huruf, kata, dan 
kalimat yang teratur maupun tidak teratur mengenai suatu 
keadaan atau peristiwa. Lukisan, gambaran atau sketsa mengenai 
gerak di dalam peristiwa atau foto yang real  apa adanya, bisa 
juga termasuk sebagai data. Daftar dan statistik, jurnal 
pembukuan dan akuntasi serta segala surat semacamnya dalam 
kaitan yang bisa menerangkan keadaan atau peristiwa, juga 
disebut  sebagai data yang sudah dibuat dan disusun kedalam satu 
bundel dokumen. Foto, rekaman suara, dan gambar hidup dari 
kamera, termasuk juga sebagai bagian dari data yang hanya tidak 
demikian saja menjadi alat bukti. Sebab sekali lagi, semua data 
itu masih juga harus diolah dan dikondisikan oleh para penegak 
hukum agar menjadi bernilai pembuktian sebagai alat bukti surat 
otentik, dibawah tangan atau surat biasa, atau dari data itu bisa 
ditingkatkan menjadi alat bukti keterangan saksi.
7
 
                                                 
5
 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, (Bogor : 
Ghalia Indonesia, cetakan ke-2 Oktober 2012), h. 260. 
6
 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …., 
h. 260-261. 
7
 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …., 
h. 261. 
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Fakta adalah suatu keadaan yang sudah bersifat tetap dan 
tidak berubah lagi, atau jika pun terjadi perubahan pada keadaan 
atau peristiwa itu, maka secara bagaimana, kapan, dan oleh siapa 
perubahan itu dilakukan sudah ada catatannya didalam data, 
informasi, dan keterangan yang diberita acarakan. Misalnya, fakta 
tentang luka berat patah tangan akibat ditabrak kendaraan. 
Keadaan patah tangan kiri atau kanan itu bisa jadi sudah di obati 
dan berangsur kearah sembuh, tetapi keadaan patah tangan itu 
sebagai fakta, kapan, dimana patahnya, oleh benda apa, dan 
seterusnya, sudah ada catatan data dan foto medis sebagai bukti 
yang tertulis dan juga sudah ada orang yang secara langsung bisa 
memberikan keterangan tentang fakta itu. Lagi – lagi, fakta itu 
sendiri bukanlah alat bukti, tetapi yang menjadi alat bukti adalah 
surat – surat dan keterangan saksi yang diberikan.8 
Barang bukti adalah benda – benda, kertas, surat, uang, alat 
yang dipakai, materi, zat, warna dan sebagainya. Baik sebagai 
data maupun sebagai benda itu sendiri apa adanya untuk menjadi 
bahan terhadap data dan keterangan yang telah dibuat kedalam 
berita acara. Barang atau benda itu sendiri bukan alat bukti, tetapi 
segala surat dan keterangan yang menjelaskan tentang apa dan 
bagaimana barang itulah yang menjadi alat – alat bukti hukum. 
Oleh sebab itu, barang – barang bukti harus diamankan, dijaga, 
dan dirawat agar tetap berada seperti apa adanya pada saat 
peristiwa terjadi. Bilamana barang bukti cepat rusak atau hangus 
maka harus segera di dokumentasikan dan dijelaskan segala detail 
teknis asal mula penemuan benda itu. Lagi – lagi, barang bukti 
menjadi alat bukti, tetapi tentu saja menjadi sangat perlu dan 
penting bagi dan selama proses acara pembuktian.
9
 
Bukti adalah semua bahan dasar yang tersebut di atas itu dan 
keterangan adalah yang diberikan dengan bebas dan sadar oleh 
orang yang secara sengaja diperlukan tentang bukti itu menurut 
hukum acara. Bukti permulaan merupakan salah satu bagian 
penting dari bukti dan keterangan itu.
10
 
 
                                                 
8
 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …., 
h. 261. 
9
 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …., 
h. 262. 
10
 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …., 
h. 262. 
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C. Macam – Macam Alat Bukti Tindak Pidana Asusila di 
Bawah Umur 
Pada umumnya alat bukti tindak pidana asusila di bawah 
umur yang diajukan oleh pihak korban atau Jaksa Penutut Umum 
hampir sama  dengan tindak pidana yang lainnya, yang telah 
dijelaskan di bab 2 sebelumnya harus mempunyai  sekurang–
kurangnya dua alat bukti, berikut ini adalah alat bukti yang 
diajukan oleh jaksa penutut umum dari pihak korban dan juga 
penasihat hukum, dari pihak terdakwa dalam perkara tindak 
pidana asusila di bawah umur telah mengajukan alat bukti. 
- 1 (satu) potong baju milik Aulia Ningsih, warna pink 
bermotif kembang merk Zia 
- 1 (satu) potong celana dalam milik Aulia Ningsih, warna 
pink  
- 1 (satu) buah DVD video pengakuan Aulia Ningsih yang 
intinya bahwa vagina Aulia Ningsih dimasukin alat kelamin 
(penis) milik Saefullah Als Saef Bin H.Sobari berdurasi 
00:54 menit dan 07:17 menit.
11
 
Penasihat hukum terdakwa dan atau terdakwa telah 
mengajukan alat bukti: 
- CD 
- Foto lokasi tempat tinggal terdakwa  
- Lampiran dukungan masyarakat perkara Ust.Saefullah12 
Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang 
diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: 
- Bahwa anak korban Aulia Ningsihlahir di Serang pada 
tanggal 14 Juli 2012  
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar jam 
09:00 Wib bertempat kamar rumah terdakwa dikampung 
tanjung Rt. 003 Rw. 001 Desa Sambilawang kec. 
Waringinkurung Kab. serang, terdakwa telah menyetubuhi 
anak korban Aulia Ningsih yang berusia 04 (empat) tahun 
sesuai dengan akte kelahiran yang dikeluarkan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintah Kabupaten 
Serangyang ditanda tangani oleh Drs. H.Agus 
Ma’mun,Mpd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dengan cara awalnya 
datang kerumah terdakwa diantar oleh saksi Halimah Binti 
                                                 
11
 Putusan,(Nomor,671/Pid.Sus/2016/PN.Srg),h.2. 
12
 Putusan, … …, h.2. 
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M.Tholib kerumah terdakwa untuk bermain dengan Kiki 
(anak terdakwa), setelah itu anak korban ditinggal dirumah 
terdakwa bersama kiki, setelah itu saksi Halimah pulang 
kerumah, kemudian sekitar jam 10.00 Wib pada saat anak 
korban bermain dengan kiki, terdakwa mendekati anak 
korban dan menarik tangan anak korban dengan paksa 
setelah itu menyuruh anak korban tiduran dan menutup 
mata anak korban, lalu terdakwa langsung memasukan alat 
kelamin terdakwa kedalam vagina anak korban sehingga 
vagina anak korban berdarah.  
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban, 
terdakwa juga menakut–nakuti anak korban sambil berkata 
untuk tidak bilang dengan siapapun dan mengancam akan 
menyunat anak korban bercerita kepada kedua orang tua 
kandung anak korban. 
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.30 Wib terdakwa 
menyuruh kiki untuk mengantarkan pulang anak korban 
dan anak korban pulang sambil menjinjing celana dalam 
anak korban yang belum sempat dipakai kembali.
13
 
 
D. Syarat Saksi Tindak Pidana Asusila di Bawah Umur 
Pengertian keterangan saksi dirumuskan dalam pasal 1 butir 
27 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah 
salah satu bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari 
saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 
pengetahuanya itu.
14
 Tampak ada tiga tolak ukur tanggung jawab 
keterangan saksi, yakni  
(a) Melihat 
(b) Mendengar, dan 
(c) Mengalami.  
Instrument alat ukur itu adalah mata, telinga, dan perasaan 
yang semuanya bersifat indrawi normal. Opini sebagai hasil 
rumusan olah piker yang menjadi pendapat, asumsi, pernyataan, 
analisis atau kesimpulan dari saksi bukanlah bernilai alat bukti 
sehingga karena itu harus segera ditolak oleh penyidik pada saat 
penyidikan, dan hakim yang memimpin sidang atau oleh penutut 
                                                 
13
 Putusan, … … h.2. 
14
 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …, 
h.263. 
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umum dan atau advokat. Oleh sebab itu, yang menjadi dasar alat 
pembuktian adalah narasi deskriptif representasi peristiwa, 
kejadian, atau situasi yang nyata berlangsung dilihat oleh mata, 
didengar oleh telinga, dan dialami sendiri oleh saksi. Karena itu, 
saksi tidak perlu membuat konstruksi kejadian dengan formulasi 
pendapat dan analisisnya. Bahkan, untuk itu pun tidak perlu 
dilakukan oleh penyidik, sebab justru bagian itu yang menjadi 
tugas JPU, advokat, dan hakim di persidangan. Penyidik bisa juga 
memerintahkan agar dilakukan rekontruksi kejadian perkara 
dengan melibatkan para saksi dan tersangka, tetapi itu bukan 
rekonstruksi pendapat hukum, melainkan representasi 
menghadirkan reka ulang untuk dibuat melengkapi dokumentasi 
alat– alat bukti, Pasal 1 butir 26 merumuskan: 
Saksi adalah yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu 
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 
alami sendiri.
15
 
Kualifikasi dapat memberikan keterangan berarti sebagai 
syarat hukum yang harus dipenuhi agar keterangannya bernilai 
alat bukti yang sempurna. Hukum acara mengatur sekurang – 
kurangnya ada 5 (lima) syarat selain tiga alat ukur inderawi yang 
tersebut diatas itu, yaitu sebagai berikut:  
a. Wajib disumpah atau berjanji (pasal 160 ayat 3 dan 4). 
Saksi yang penganut agama Islam biasanya bersumpah, 
tetapi mereka yang berkeyakinan Kristen Protestan tidak 
mau disumpah melainkan berjanji, sedangkan penganut 
Katolik lazimnya bisa disumpah, tetapi ada juga yang mau 
hanya berjanji. Penganut agama Hindu dan Budha atau 
agama/ kepercayaan lain lazimnya disumpah, atau sekurang 
– kurangnya hakim hanya menanyakan saksi bersangkutan 
untuk memilih bersumpah atau berjanji. Pada intinya, 
sumpah atau janji sebagai penguat (promissoris) kepada 
keterangan yang akan diberikannya sesudah itu sehingga 
dia terikat tanggung jawab pribadi terhadap kebenaran dari 
semua yang akan diterangkannya. 
Bilamana sumpah / janji itu diperintahkan hakim juga 
supaya diberikan sesudah ia memberikan keterangan 
(assertoris), maka manfaat sumpah/janji itu menjadi 
                                                 
15
 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …, 
h.264. 
   89 
 
al Qisthâs; Jurnal  Hukum dan Politik 
tambahan kekuatan pembenar terhadap keterangan yang 
telah diberikannya. Bunyi sumpah/janji itu sendiri akan 
dibacakan oleh hakim supaya diulangi saksi dengan 
didampingi seorang penyumpah menurut agamanya sambal 
memegang al–quran atau kitab sucinya diatas kepala saksi 
sebelum dia akan memberikan keterangan diruang sidang 
pengadilan (penganut budha biasanya melakukan sumpah 
sambil membakar hio) “Demi allah saya bersumpah/ 
berjanji, bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya 
tidak lain dari padan yang sebenarnya.” Substansi isi 
sumpah itu secara formal menunjukan bahwa kebenaran 
yang akan diterangkan mengandung risiko sanksi selain 
tanggung jawab diri pribadinya terhadap yang Illahi 
didalam hati nuraninya, tetapi juga ada sanksi hukum 
pidana menurut Pasal 242 KUHP (pidana materiil) dengan 
ancaman hukuman penjara 7 – 9 tahun (Pasal 174 KUHAP 
juga mengatur keterangan saksi yang disangka palsu, harus 
dicatat dalam berita acara sidang). Sanksi ini juga secara 
epistemologis metodologis menjadi justifikasi tolak ukur 
pembenar kepastian representasi fakta peristiwa dan 
keadaan objektif yang dibuktikan. 
b. Saksi harus cakap bertindak (bevoegd) dan wenang 
(bekwaam), dalam arti bukan anak dibawah umur  (15 
tahun atau belum kawin), bukan orang sakit ingatan/jiwa 
(dengan keterangan dokter). Mereka ini tetap bisa 
memberikan keterangan tanpa disumpah (Pasal 171 jo. 185 
(7)), namun tidak bernilai sebagai keterangan saksi, 
melainkan bisa sebagai penambah alat bukti lainnya. 
c. Tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda dalam 
tiga garis lurus ke atas – bawah dengan (para) terdakwa 
(pasa l68) juga bukan suami atau istri, meskipun sudah 
bercerai. Mereka ini dapat mengundurkan diri dari saksi, 
tetapi bisa juga tetap memberikan keterangan bila mana 
hukum mengharuskannya. Tampak ada ada yang mau 
dihindarkan di sini, yakni subjektivitas dan sikap emosional 
dari saksi yang bisa berakibat keterangannya jadi bias dan 
tidak objektif. Tetapi penilaian itu bisa diberkan oleh 
hakim, JPU, dan advokat. Sehingga yang menjadi tolak 
ukurnya adalah keharusan kepentingan tuntutan hukum, 
misalnya mereka sebagai saksi pelapor. Termasuk disini 
juga hubungan pekerjaan dan jabatan yang mengharuskan 
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mereka menyimpan rahasia (pasal 170), tetapi hakim dapat 
menentukan sah/tidaknya alasan itu. 
d. Minimal dua atau lebih keterangan saksi yang memenuhi 
syarat hukum (pasal 185 ayat 2). Ini masih dalam kaitan 
yang sama dengan prinsip unus testis nullum testem, satu 
saksi saja bukanlah saksi. Namun, bilamana hanya ada satu 
saksi saja, maka bukan berarti tidak sah, melainkan menilai 
pembuktiannya harus dikuatkan dengan alat – alat bukti 
lain yang sah dan berkekuatan hukum (ayat 3 – 4).  
e. Kualitas keterangan saksi itu harus dinyatakannya di 
persidangan (Pasal 185 ayat1). Lalu bagaimana bila saksi 
merasa harus mencabut keterangannya dari BAP (Berita 
Acara Pemeriksaan) pada penyidikan sehingga 
keterangannya di sidang menjadi bertentangan dengan 
dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Ini sering kali 
terjadi di persidangan. Dalam praktiknya, hakim akan 
mempertanyakan ulang sebab dan alasan perbedaan atau 
pencabut keterangan itu (pasal 163 jo. 174). Apakah karena 
ada paksaan berupa tekanan mental atau tidak atau karena 
dia sakit ketika itu, alasan itu harus dicatatkan dalam berita 
acara sidang. Mencabut keterangan itu sendiri memang 
menjadi hak saksi, tetapi pada akhirnya penilaian tentang 
itu akan diberikan nanti oleh hakim, JPU (Jaksa Penuntut 
Umum), dan advokat dengan mengajukan pertimbangan 
masing – masing kedalam analisis hukum sebelum putusan 
pengadilan ditetapkan.
16
 
Dikenal juga adanya jenis saksi yang memberatkan (a 
charge) jika kesaksian itu berisikan keterangan yang akan 
semakin menguatkan bukti terdakwa sebagai pelaku tindak 
pidana. Sebaliknya, disebut saksi yang meringankan (a de 
charge) bila mana keterangan saksi itu akan bertujuan 
melepaskan tersangka dari tuduhan sebagai pelaku pidana, adalah 
menjadi bagian dari hak tersangka untuk dapat mengajukan saksi  
a de charge agar diperiksa dan dibuat BAP (Beita Acara 
Persidangan) dalam tahap penyidikan dan juga pada saat 
pemeriksaan di sidang pengadilan. Saksi yang memberikan 
keterangan, tetapi tidak melihat, mendengar, dan mengalami 
sendiri peristiwa disebut sebagai testimonium de auditu atau 
                                                 
16
 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …, 
h.264-266. 
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hearsay evidence, misalnya mendengar dari orang yang 
mengalaminya, bisa digunakan untuk memperkuat alat bukti 
lainnya, asal saja keterangan itu tidak sekedar pendapat (opini) 
atau reka – rekaan (pasal 185 ayat 5). 
KUHAP juga memberikan pedoman teknis penilaian 
keterangan saksi, yakni dengan sungguh – sungguh 
memperhatikan (pasal 185 ayat 6). 
a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain  
b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain 
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk 
memberikan keterangan tertentu 
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang 
pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya 
keterangan itu dipercaya.
17
 
Persesuaian yang harus dinilai itu berarti sebagai konsistensi 
akurasi yang valid, ditambah dengan alasan cara hidup dan 
kesusilaan sebagai legitimasi rasional dan sebagai representasi 
kredibilitas, menunjukan penilaian itu otentik. Pembuat KUHAP 
rupanya melihat cara hidup susila baik sebagai alasan bahwa 
seseorang itu dapat dipercaya atau tidak. Dengan pedoman itu, 
maka secara epistemologis metodologis merupakan tolak ukur 
justifikasi rasional yang objektif representatif agar kualitas 
kebenaran yang ditemukan dari keterangan saksi itu dapat 
dipercaya (credible, credential), akurat, valid, dan otentik. Sekali 
lagi, hukum acara mau menunjukan dirinya sebagai ilmu, dan 
bahwa kualitas temuan kebenarannya juga dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah kepada kalangan ahli dan komunitas 
ilmuwan lainnya.
18
 
 
E. Analisis Hukum terhadap Putusan Nomor 
671/Pid.Sus/2016/PN.Srg  
Berdasarkan pasal 1 undang – undang Nomor 4 tahun 2004 
tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan negara hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hum dan 
keadilan berdasarkan hukum indonesia  
                                                 
17
 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …, 
h.266. 
18
 Nikolas Simanjuntak,  Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, … …, 
h. 266-267. 
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Dalam pertimbangan hukum, hakim juga harus 
mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku di pengadilan 
Negeri. Suatu pertimbangan harus menggambarkan tentang 
bagaimana hakim dalam menjelaskan fakta ataupun kejadian, 
penilaian hakim tentang fakta – fakta yang diajukan, hakim 
mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap kejadian 
baik dari pihak terdakwa maupun dari pihak korban, memuat 
dasar – dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam 
menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun 
tidak tertulis. 
Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara mengadili 
perkara No. 671/Pid.sus/2016/Pn.Srg adalah: 
1. Menyatakan terdakwa: Saefullah Alias Saef Alias Abi Bin 
H.Sobari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana  “Dengan kekerasan memaksa 
anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana 
dakwaan Primer Penuntut Umum” 
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa: Saefullah Alias Saef 
Alias Abi Bin H.Sobari oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 
1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 
selama 6 (enam) bulan. 
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan 
yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan dari 
pidana yang dijatuhkan  
4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan 
5. Menetapkan barang bukti berupa  
a. 1 (satu) potong baju milik AULIA NINGSIH, warna pink 
bermotif kembang merk Zia 
b. 1 (satu) buah DVD video pengakuan AULIA NINGSIH 
yang intinya bahwa vagina aulia ningsih dimasukin alat 
kelamin (penis) milik SAEFULLAH Als SAEF Bin H. 
Sobari berdurasi video :00.54 menit dan 07.17 menit. 
(dikembalikan kepada saksi halimah) 
Membebankan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).
19
 
                                                 
19
 Putusan, …, …, h.34 
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 Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis 
Hakim dalam menerapkan hukumnya dapat kami uraikan sebagai 
berikut : 
1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan nomor 
671/Pid.Sus/2016/PN.Srg pada halaman 30 s/d 32, telah 
menilai unsur melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi. 
Bahwa terpenuhinya unsur tersebut, yang menjadi 
pertimbangannya adalah adanya fakta hukum sebagai berikut : 
1. Sekitar jam 10.00WIB pada saat anak korban bermain 
dengan KIKI, Terdakwa mendekati anak korban dan 
menarik tangan anak korban, lalu Terdakwa membuka 
celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa 
langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam 
Vagina anak korban sehingga vagina anak korban 
berdarah. (vide angka 2, halaman 31,putusan nomor 
671/Pid.Sus/2016/PN.Srg) 
2. Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, 
Terdakwa juga menakut-nakuti anak korban sambil 
berkata untuk tidak bilang dengan siapapun dan 
mengancam akan menyunat anak korban jika anak 
korban bercerita kepada kedua orang tua kandung anak 
korban. (vide angka 3, halaman 31,putusan nomor 
671/Pid.Sus/2016/PN.Srg) 
3. Bahwa kemudian sekitar jam 11.30 WIB Terdakwa 
menyuruh KIKI untuk mengantarkan pulang anak 
korban dan anak korban pulang sambil menjinjing celana 
dalam anak korban yang belum sempat dipakai kembali. 
(vide angka 4, halaman 31,putusan nomor 
671/Pid.Sus/2016/PN.Srg) 
4. Bahwa pada saat KIKI mengantarkan anak korban 
pulang kerumah anak korban langsung bertemu dengan 
saksi Halimah dan KIKI menyuruh saksiHalimah untuk 
memandikan anak korban tetapi saksi Halimah menolak 
dikarenakan belum waktunya mandi. (vide angka 5, 
halaman 31, putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg) 
5. Bahwa kemudian anak korban meminta BAB (buang 
besar) lalu saksi berkata “Ma, Getih ma (ma darah ma) 
lalu saksi Halimah melihatnya berkata “sakit ma”, 
kemudian saksi Halimah mau lihat vaginanya anak 
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korban tetapi ditolak oleh anak korban. (vide angka 6, 
halaman 31,putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg) 
6. Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 
WIB anak korban melihat vagina anak korban dan saksi 
Halimah pun terkejut serta shock karena melihat vagina 
anak korban bolong atau sudah robek. (vide angka 7, 
halaman 31, putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg) 
7. Bahwa berdasarkan Visum et repertum No : 
071/VER/RS/III/2016 tanggal 09 Maret 2016 yang 
ditandatangani oleh Dr. Mushat Pritalianto, SpOG 
Dokter spesialis Obstetry dan Gynecology pada RSUD 
dr. Sudrajat prawiranegara Kab. Serang, dengan 
kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan ini yang 
menurut keterangan lahir pada tanggal empat belas bulan 
juli dua ribu dua belas, ditemukan robekan lama selaput 
dara sampai ke dasar pada posisi jam dua belas sampai 
sampai jam satu menurut arah jarum jam akibat 
kekerasan tumpul, ditemukannya robekan pada selaput 
dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul 
didalam liang vagina. Pada vagina tidak ditemukan sel 
sperma, tetapi terdapat sel radang yang merupakan tanda 
salah satu infeksi. (vide angka 7, halaman 31,putusan 
nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg) 
  Mejelis hakim didalam pertimbangannya pada halaman 34 
putusan nomor 671/Pid.Sus/2016/PN.Srg, karena majelis hakim 
menganggap Saksi KIKI tidak dibawah sumpah masih memiliki 
hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan saksi KIKI 
sama halnya dengan saksi Aulia (korban) sama-sama anak kecil, 
yang tidak dibawah sumpah. Kenapa keterangan saksi KIKI 
dianggap tidak benar sedangkan saksi Aulia dibenarkan. dalam 
perkara ini mendasarkan pada keterangan 1 (satu) saksi Aulia 
(korban), hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 169 
HIR/306.R.Bg : “ Satu saksi bukanlah saksi” (unus testis nulus 
testis).  
Dalam hal kesaksian sebagaimana diterangkan oleh Fendy 
Hari Wijaya, SH. Sebagai penasihat hukum dari pihak terdakwa 
dalam wawancara tersebut ia menerangkan, setiap saksi memilki 
hak atas keterangannya. Tetapi kalau kita melihat KUHAP saksi 
anak tidak dianggap karena dibawah umur. Syarat saksi tersebut 
harus mengalami, mendengar dan melihat, untuk memberikan 
kekuatan pada dipersidangan. Pada keduanya harus disumpah 
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baik dari pihak korban ataupun terdakwa, baru saksi itu 
mempunyai kekuatan hukum pembuktian karna dianggap secara 
hukum mempunyai hukum sebagai saksi. 
Pada perakteknya memang beberapa saksi anak itu 
khususnya korban bisa menjadi saksi, walaupun bisa menjadi 
saksi nanti yang akan menjadi pertimbangan hakim adalah tidak 
hanya sebatas saksi korban saja, akan tetapi hakim akan 
memberikan penilaian kepada saksi–saksi yang lainnya. 
Keterangan saksi aulia harus dihubungkan dengan saksi – saksi 
selanjutnya walaupun saksi dibawah umur tidak dibawah sumpah 
hakim bisa menilai itu bisa menjadi petunjuk atau tidak.  
Jikalau hakim menilai saksi korban aulia itu sebagai alat 
bukti maka harus berkesesuaian dan dihubungkan dengan saksi – 
saksi yang lainya tidak berdiri sendiri dalam hal tersebut asas 
unus testis nullus testis (satu orang saksi tidak disebut saksi). 
Menurut hukum saksi para korban tidak mempunyai kekuatan 
pembuktian harus dikuatkan dengan barang bukti lainnya.  
Dalam Saksi terdakwa terdiri atas keluarga dan tetangganya, 
saksi anak terdakwa di bawah umur juga, kalau aulia dalam 
persidangan bisa diterima sebagai saksi atau keterangannya, maka 
haruslah seimbang tidak subyektif. Kalaupun didengar harus 
berhubungan, sinkron dan mempunyai kesesuaian tidak boleh 
berdiri sendiri. Kalaupun tidak disumpah secara hukum tidak 
mempunyai hukum pembuktian kalau keterangannya 
berkesesuaian, menjadi sebuah petunjuk. Adapun dua orang 
tersebut yaitu masnawati dan bahrul ulum mempunyai kekuatan 
pembuktian secara hukum yang melihat, mendengar dan 
mengalami serta di bawah sumpah dan tidak mempunyai 
hubungan keluarga. 
Putusan hakim pada perkara saifullah ini tidak obyektif, 
hakim hanya melihat keterangan anak, sebaliknya pula terdakwa 
juga mempunyai anak, akan tetapi hakim mempertimbangkan 
kepada saksi korban. Hakim tidak menilai kepada beberapa saksi 
dari terdakwa tersebut, melainkan keyakianan hakim dalam 
memutus perkara.
20
 
Pada keterangannya Muhammad yusuf, SH.,LLM sebagai 
partner dari Fendy Hari Wijaya, SH. Yakni sebagai penasihat 
hukum juga terhadap terdakwa dalam wawancara menerangkan 
                                                 
20
 Rekaman, wawancara 28 maret 2018, pukul 16.41 di kantor LBH SIKAP 
BANTEN 
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bahwa, saksi menjadi bukti utama harus ada pada dipidana 2 alat 
bukti. Khususnya dipidana anak cukup ada pengakuan dan hasil 
visum. Karena dalam pidana anak mempunyai aturan hukum dan 
aturan khusus, aturan umum yakni KUHAP sedangkan aturan 
khususnya UU perlindungan anak. Dalam persidangan tersebut 
ada pengakuan anak pada pengakuan tersebut haruslah dibuktikan 
kebenarannya.  
Anak korban pada saat itu berusia 3,5 tahun dalam 
pengakuan tersebut haruslah dipertanyakan, karena anak masih 
belum bisa berfikir secara rasional sehingga anak tidak dapat 
menerangkan sejabar mungkin. Muhammad yusuf, SH.,LLM 
selaku penasihat hukum telah membantahkan bahwa yang 
diaksud dengan batre tersebut adalah alat kelamin, dengan 
menunjukan HP yang memiliki senter didalamnya lalu 
menunjukan senter itu kepada aulia dengan hasil maksud “apakah 
batre ini yang dimaksud” lalu korban menjawab “iya”. Ini berarti 
fakta–fakta atau kesimpulan dari jaksa penuntut umum 
terbantanhkan dengan menyimpulkan kalau batre tersebut adalah 
alat kelamin. Dalam testimunium de auditu kapasitas saksi 
sebagai alat bukti itu tidak masuk dalam pengakuan korban 
melainkan kapasitas seorang saksi, secara hukum acara 
merupakan bukan hukum saksi.  
Didalam pihak saksi keluarga korban diperboleh disumpah 
menjadi saksi untuk kepentingan keterangan saksi. Sedangkan 
saksi yang mempunyai anggota keluarga dengan terdakwa tidak 
boleh disumpah. Tetapi kalau keterangan saksi satu sama lain 
sama/sinkron maka bisa menjadi petunjuk. Alat bukti utama di 
hukum pidana ialah saksi, terdakwa berhak mengingkari asal 
dengan alat bukti yang ada.   
Secara teori saefullah harus dibebaskan karena saksi yang 
dihadirkan jakasa penuntut umum tidak memenuhi kualifikasi, 
tapi poin undang – undang memberi hak kepada hakim untuk 
memutuskan berdasarkan keyakinan dan nuraninya bahwa dia 
secara sah terdakwa betul – betul pelakunya.21 
 
 
                                                 
21
 Rekaman, wawancara 29 maret 2018, pukul 17.38 dikediaman yusuf, 
SH.,LLM. 
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F. Penutup 
 Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 
671/Pid.Sus/2016/PN.Srg dalam pertimbangannya tidak obyektif 
melainkan secara subyektif menerapkan hukumnya sehingga 
Majelis Hakim telah memutus Terdakwa secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan hukuman 
10 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar 
rupiah). Para hakim yang menangani perkara pidana asusila di 
bawah umur hendaknya dapat mempertimbangkan kembali dasar 
hukumnya sehingga putusan/penetapan yang dikeluarkan 
nantinya akan sesuai dengan rasa keadilan. 
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